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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO
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DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHAR.TO

bahwa dengan telah dttetapkamlya Pcrammn Pemermtah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedomai Organisasi Peraugkat Daerah, maka
perhu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Ozgamsasx Dinas Pekexjahn Umum: Kabupaten Sukoharjo;

bahwa schubungan huruf a. temebut di atas, ‘perin dlatur dengan
Peraturan Daerah. oo

Undmg-mdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah~daerah Kabupalm dalam nglcu.nga;n Propmsl Jawa
Tengah; _

Undang-undang Notnor 8 Tahun 1974 tc,ntangr - Rokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran, Negard Republik; Indonesia ’I\‘ahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubfi Indon ia Nomor

. 3041) scbagaimana telah diubah” dengan’ Undaﬁé mor 43

Tahun 1999 -(Lembaran ‘Negara Republik ‘Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara : 1Rep lﬂe Indonesia
Nomor 3890);. - i ‘
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 wntang Pem\cnntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonegia. Tahua: 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia quor 38‘32),

Undang-tmdang Nomor ' 25 Tahun 1999 tanlang P imbang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Leiqbaran tgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Taﬂmbahm
Negara Republik Indonesm Nomor 3848),

. Undang undang Nomor 28 Tahuu 1999 tenumg Penyelmggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusu dan Ne
(Lembaran Negara Republik . Inidonesia Tahqq 1999 Nomor* h75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 385 1), “‘\\

m\\
Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahlm 2000 m&cna.ng N
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaa \Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesiﬁa Nomior: 3952);
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Perawraa Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm
Tahun 2000 Nomor 165)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan

MEMU'IUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

SUSUNAN . ORGANISASI .DII\IAS PEKER.JAAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO.
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KETENTUAN UMUM
‘Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Dacrah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Pekerjaan Umum yang selanjuinya disingkat DPU adalah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas adalah Kepala DPU Kabupaten Sukohatjo.

Jabatan - Fungsional - adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu: satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahhan dan atau ketorampilan tertentu serta - bersifat
mandiri, .

Cabang Dinas adalah Cabang DPU yang berada di Kecamatan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD: adaiah
unsur pelaksana operasional DPU Kabupaten Sukoharjo di lapangan,

BAB I
PEMBENTUKAN

- Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekesjaan Umum (DPU)

Kabupaten Sukcharjo.

(2) Pada DPU dibentuk:

" a.. Cabang Dinas di Kecamatan dengan Wﬂayah Kerja masmg-masmg
- Cabang Dinas satu Kecamatan :
b. UPTD terdiri atas: '
1. Unit Pemadam Kebakaran;
2. Unit Bengkel Kerja;
3. Unit Tempat Pembuangan Akhir Sampah.



-3-

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) DPU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dﬁ)impiﬁ oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
- Bupati melalui Sekretaris Daerah,

(2) DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi
Daeralh Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di
bidang pekejaan umsm  meliputi  kebersihan . dan pertamanan,
kebinamargaan, keciptakaryaan dan pengairan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini, DPU mempunyai fungsi: '
a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Pekerjaan Umum;
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umumny; _
¢. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD dalam lingkup
Pekerjaan Umum, - '

(4 Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana DPU di Kecamatan, berfungsi
melaksanakan sebagian tugas DPU yang menjadi tanggung jawab dan
kewenangannya, '

(5) UPTD merupakan _unsur.pelaksana operasional DPU di lapangan yang
berfungsi melaksanakan sebagian tugas DPU sesuai lingkup tugasnya,

(6) Penjabaran tugas pokok dan fungsi DPU sebagaimana dimaksud ayat (2)
~dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi DPU Kabupaten terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
¢. Sub Dinas Pengairan;
d.  Sub Dinas Bina Marga;
¢. Sub Dinas Cipta Karya;
Kelompok Jabatan Fungsional;
Cabang Dinas; .
h. UPTD. ' '

ga 4

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini
terdiri atas: _
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
¢. Sub Bagian Keuangan; -
d. Sub Bagian Umum.

(3) Sub Dinas Kébersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b Pasal ini terdiri atas:
a. Seksi Kebersihan



b. Seksi Pertamanan;
¢. Seksi Pemakaman;
d. Seksi Penerangan jaian Umum.

{(4) Sub Dinas Peiigairan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ Pasal it

(5)

(6)

7

()

2)

3

4)

(5)

(6}

)

terdiri atas:

2. Seksi Perencanaan Teknis ;

b, Seksi Pembangunan;

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
d. Seksi Bina Manfaat.

Sub Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (1) horuf d Pasal ini
terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Teknis;

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;

¢. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;

d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Sub Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri
atas:

a. Seksi Perencanaan Teknis;

b. Seksi Tata Ruang dan Tata Kota;

¢. Scksi Perumahan dan Bangunan;

d. Seksi Penychatan Lingkungan.

Kelompok .Tabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf £
Pasal ini terdiri- atas fenaga ahli dan aiau terampil yang sejenis dan
Jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu olch seorang Wakil
Kepala.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayal (1) huruf a
diptmpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
huruf a, b, ¢ dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian .

Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huraf
b, ¢, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (3)
dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana sebagaimana sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (7) dipimpin oleh seorang lenaga fungsional yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Huraf' g dipimpin
oleh seorang Kepala vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh
Camat yang bersangkutan.
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(8) UPTD sebagaimana dimakend Paé?l 4 ayat (1) huruf h dipimpin oleh
scorang Kepala yang berada di bawah dan berlanggung jawab kepada
Kepala Dinas metaluj Kepala Sub Dinas sesuai den gan hidang tugasnya.

Pasal &

Bagan_Susm_lan Organisasi DPU sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
. | BAB v _
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Eselon

Pasal 7

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon [Ih

(2) Wakil Kepala, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagion Tata Usaha adalah
Jabatan Eselon I1la. :

(3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD
adalah Jabatan Fselon TVa,
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 8§ .

(1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala
Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,

(2) Klepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala
Cabang Dinas dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN
| Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Dﬁcrah ini, Pejabat Struktural Dinas Pekerjaan

~ Unwm dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sukohatjo yang

ada sekarang ini tetap menjalankan fugas  jabatannya sampai . dengan
dilantiknya Pejabat Struktural DPU berdasarkan Peraturan Daeral ini.
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BAB vl
KETENTUAN PENUTUP

.Pasal 10

Dengan betlakunya Peraturan Daérah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Daerah Tingkat 1T Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Sukohatjo Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi

dan Tatakerja Dinas Peketjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 11

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang -mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
" Sukoharjo.
Disahkan di Sukohagjo .
,ﬁadgf‘%angg\al - 27 Maret 2001
KOHARJO,
ANG RIYANTO
™
Diundangkan di Sukohatjo
30 Maret 2001
----- S DAERAH
UKOHARJO,

- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2001 NOMOR : 16 |




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH- KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAMUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-~
AN ORGANISASI DINAS’ PEKERJAAN UMUK
KABUPATEN SUKOHARJO ‘

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UmMUM
KABUPATEN SUKOHARJQ

KEPALA
WAKLL KEPALA

| ]
BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JAB.
FUNGSIONAL —
I ~ [ ] [ !
l : i
: SUBBAG SUBBAS ‘SLIBBAG SUBBAG
PERENCANAAN KEPEGAWAIAM KEUANGAX UHL3g
f E 1 i
SUB DINAS 503 DINAS SUB DINAS SU8 DINAS
KEBERSTHAN PENGAIRAK BINA MARGA CIPTA KARVA
BAN  PERTAMANAE
I e A
" SEKST - SEKSI SEXSI
| KEBERSIHAN PERENCANAAN : [ PERENCANAAN | [ PERENCANAAN
TEUNS
SEXSI SEKSI SEKST
| PERTAMANAN PEMBANGUNAN . L{PEMBANGUN DAN | ITATA RUANG DAM
: PENINGKATAN TATA KOTA
JALAY
BEKSI SEKSI  SEKSI SEKSI
Lt PEMAKAMAR |~ OPERAST AN —| PEMBANGUNAN DAN| L  PERGMAHAN
PEMELIHARAAN -~ PENINGKATAN . DAN
: JEMBATAN BANGUN AN
L, SEKS] L— SEXST ' SEKSI SEKSI
PENERANGAN BINA L{ PEMELINARAAN [l PENYEHATAN
JALAN UMUM HANFAAT JALAY DAN LINGKUNGAN
- ‘ JEMBATAN |
i CABANG DINAS UpTHo

b

BUPATI /SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO



L pmcnmend e,

PENJELASAN
'ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOCR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KED[IDUKAN, ‘TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM I
KABUPATEN SUKOHARIO

PENJELLASAN UMUM -

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dati Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000, : : L :

Peraturan Daerah ini mengatur:
a. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
b. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum' Kabupaten Sukoharjo;
¢. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo secara
garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati; L
d. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo terditi atas
Bagian Tata Usaha, 4 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 16 Seksi, 12 Cabang Dinas, 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
¢. Eselon Jabatan: ' - ' ‘
- Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon ITb; K
- Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Dinas adalah jabatan
Eselon [I1a;
- Kepala Seksi, Kepala Sub Bagijan, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD
adalah Jabatan Eselon IVa. -
f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala -Dinas,Wakil Kepala Dinas, Kepala -
Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang
Dinas, dan Kepala UPTD, - .

I PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pagal 1 /d Pasal2 Cukup jelas.
Pasal 3
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) t - Yang dimaksud pelaksanaan tugas kebersihan dan

pertamanan adalah tugas mengatur dan mengeloia



ayat (3)
huruf a

Pasal 4 ¢/d 6

Pasal 7
ayat (1)

ayat (2)
- Pasal 8
ayat (1)

ayat (2)

Pasal 9 s/d Pasal 11

e

kebersihan, persampahan, pertanaman, pohon ayoman,
_pernakaman, lampu penerang jalan umum dan tugas
- lain yang berkaitan dengan kebersihan dan pertanaman,

- . Yang dimaksud pelaksanaan tugas kebinamargaan

. adalah tugas ‘mengatur dan mengelola pembangunan
dan penngkatan jalan, pembangunan dan penggantian
jembatan dan tugas lain yang berkaitan dengan
kebinamargaan .

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas keciptakaryaan .

adalah tugas mengatur dan mengelola tata ruang,
bangunan gedung pemerintah dan swasta, bangunan
rumah/perumahan, penyehatan lingkungan dan tugas
lain yang berkaitan dengan kecipyakaryaan.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas pengairan adalah

tugas mengatur dan mengelola beadungan, air -
‘permukaan, sumber air pada alur sungai, jaringan
irigasi dan tugas lain yang berkaitan dengan
pengairan,

Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis dalam
lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah
‘perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan,
pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan -
pengkoordinasian pelaksanaan tugas DPU.

: Cﬁkup jelas.

: Cﬁlcup jelas.

: Walaupun Jabatan Eselon sama (IIa), Wakil Kepala °

Dinas adalah atasan Kepala Sub Dinas dan Kepala’
Bagian Tata Usaha .

: Cukup jelas,

: Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada

Sekretaris ~ Daerah  untuk  mengangkat  dan
memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata
Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala

UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati., '

: Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 68



